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Garap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Komisi IX Tambahi Aturan
Lindungi Pekerja Informal

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disetujui menjadi
usul inisiatif DPR. Selurub pimpinan Fraksi sepakat
menyampaikan pandangan mini secara tertulis atas
RUU ke pimpinan rapat paripurna di Gedung DPR,
Senayan, lakarta, Kamis (27/8/2026).

WAKIL Hetua Komlsl IX DPR
Putlh Sark mengatakan, beleid
Inl distaphan wntuk memperkuat
kepastian pelindungan hak pe-
ker|a sekal s membernkan lan-
dasan hubum vang dapal men-
dihung perkembangan pereko-
nomlan nasional. Penyusunan
regitlast band ini juga merpakan
Lagian dar| pelaksanian amanat
Mahkamah Konstitus] (MRS

"RUL inf tidak hanya diarah-
kan untuk memberfkan kepastian
atas hak-hak pekerja, erapl juga
mengakomedasl kepeniingan
seluruh plhak dalam ehostsiem
kerenagaker|aan,” wjar Futlh df
Jakarta, Kams (2782086).

Sebelumnya, Badan Legislas|
(Baleg) DPR telah merampung-
kan proses pengharmonlsasian,
pembulatan, dan pemantapan
konsepst RUU tersebut untuk
diproses Teblh lanjur. Naskah
aval RUL Inl terdiri dari 20 bk
ilan 262 pasal.

IWamin, setelall proses di Baleg,

telih dlsepabar adanya penarmba-
Tan ol G ayal yang tersebar di 5
pasal. Meliput Pasal 6, Pasal 43,
Pasal 46, Pasal 49, dan Pasal B2,
Selabn i, dislslphan 2 pasal har
ke dalam drad hedeid tersehu.
vaknl Pasal 2584 terkalt nonma
trasis verta Pasal 261 A pada Bah
Penutup

RUL int mempakan wsul dnk-
slanf Komish [X DPR untuk
melaksanakan amanat Putusan
Muhkamah Konstiius) (ME)
Nomar LERPUL-XX12023 ter-
kalt w)l materiil Undang-Lrdang
Cipta Kerfa. Selain I, beled
ini muncul berdasarkan usulan
duria wsaha dan serckal buruh
vang menghendakl penciptaan
lapangan kesfa sehagal mnsizumen
pelindungan wana.

Putlh melan|uthkan, terdapat
sefumlall peagaturan barw vang
menjadl azlan dalam beleid
tersebul. Salah saunya pene-
nungan bagl pekeefa
sektor informal vang selama fni

Putih Sari

merniliks karakterlstik hubangan
kerja herheda dengan peker)a
formal.

Perkembangan dusiel digial,
tambah dia, juga menjadl ba-
ghan vang diakomodas) melalul
pengaturan mengenal pelin-
dungan pekerfa platform dighal.
"Perubahan pola kerja aklhar
peckembangan teknologl mem-
buuhban keranpka repulasl yang
mampu memberikan kepastian
pellndungan bagl para peker|s,”
Imbu politiss Gerndra ing,

Angpota Baleg DPR Cindy
Maonlca Salsablla Setlawan
menambahkan, semangar urama
beleid inl adalah mencaptakan
hubungan kerfa yang adll seka-

ligus melindunge pekerfa dary
berhagal bentuk tekanan dan
diskrtminasi. Juga memastikan
pihak yang memilik: posist lebll:
buart thiak dapat menggunakan
kekuasaannya unfulk menekan
pehak wang lebih lemah dalam
hubaingan ketenagakerjaan.

‘Megara hadlr membearikan
leeprastian hukum dan pelindungan
yang myata bagt setiap peker|a,”
landas Cindy di Jakaria, Kams
(2TIRAN26).

Clndy memberikan pechatian
khusiss kepada kelompok rentaz,
lermasiik para penyandang disa-
billitas, Karena hik wuk bebkerja
dan memperaleh Kesempatan
ving secara erupakan hak setlap
Walga negara yang periu dijamin
dalam regulasi mavpun pelaksa-
naanmyi. Karena o, perfindungan
terhadap kelompok renzan, khu-
susnya penvandang disabiliias,
peelu dinimskan secar egis,

"Mereka tldak holeh hanya
menjadi pelenghkap dalam pem-
bahasan regulasl, tefapl henar-
benar memperoleh akses, ke
sempalan, serta linghungan kerja
vang setara dan layak.” randas
politlsl Nasdem (ol

Uniuk dru, Cindy mendorong
agar kewa)iban memherikan
kesempatan kerja kepada pe-

nvandang disabilias diiegakhan
secara komsisien. Pemerintah
Pusal (Pempus), Pemermniah
Dagrah [Pemdal, Badan Usaha
WMillk Negara [BUMX), dan
Badan Usaha Millk Daerah
(BLMD wa)lb mempekerjakan
penvardang disabllies paling se-
Lan
ya.

pawal atau pekerjan

Selaln Iu, perusahagn swas-
i Juga walllb mempekerjakan
penyandang disahilitas pallng
serllkdr sam persen darl [umlah
pekera atau buruh vang dimiliki.
Fetentuan kuita dug persen di
linghungan Pemezinah, BUKN,
dan BUMD serta san persen dl
perusahaan swasia tidak boleh
berhentl sehagal aturan terulis,
"Perlu ada pengawasan, evalugsl,
dan penegakan vang jelas agar
hewayiban tersebut benar-benar
ddllaksanakan,” tandas dla,

Cnedy hllang, pelaksaraan keten-
fuan tersebis perlu dithuel dergan
penyediaan proses rekrumen
vang (nklusif, aksesibllias tem-
pet herja, akomodast yang, Lavak,
serld perlabuan vang selara dalam
peagembangan Karler. Penyan-
ddarg, disabilitas perlu ditempatkan
sehiapal subfek pembangunan vang
el kemamgoan dan hak yang
EEEN BT
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